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ABSTRAK

Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu
lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang- undangan yang sederajat dengan
undang-undang tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya
di bawah undang-undang, dan droit function atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-
aturan yang masih bersifat enunsiatif. Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari
konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak
dapat digunakan tanpa batas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan
menerapkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara ini akan tercipta pemerintahan yang
bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yakni Good Governance. Pemerintah
menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan
ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku
sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Kata kunci : Freies Ermessen, Good Governance, dan Welfare State

ABSTRACT

Freies Ermessen has implications in the field of legislation for the government, namely the birth
of the right of initiative to make legislative regulations that are equivalent to the law without the
approval of the DPR, the right of delegation to make regulations that are lower than the law,
and the droit function or authority to interpret The rules themselves are still enunciative.
Ermessen freies are a logical consequence of the welfare state conception, however, within the
framework of a legal state, Ermessen freies cannot be used without limits. Using normative
legal research methods. By implementing the functions of State Administrative Law, a clean
government will be created, in accordance with the principles of the rule of law, namely Good
Governance. The government carries out activities in accordance with applicable regulations
or based on the principle of legality, and when using Ermessen freies, the government pays
attention to applicable general principles so that it can be morally and legally accountable.

Keywords : Freies Ermessen, Good Governance, and Welfare State

PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara (HAN) sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum
kontinental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di negeri Belanda, hukum
administrasi negara menjadi suatu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama staat en
administratief recht. Agak berbeda dengan yang berkembang di Perancis sebagai bidang tersendiri
di samping hukum tata negara, dan selain itu “het bestuursrecht vormt in vergelijking tot het
privaatrecht en het strafrecht een relatif jong rechtsgebied” (Kuntjoro Purboprnoto, 1975)
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Di Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuursrecht dan administratief recht.
Terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menterjemahkannya. Untuk
kata administratief ini ada yang menterjemahkan dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata
pemerintahan, tata usaha negara, dan ada yang menterjemahkan secara seragam dengan administrasi
saja, sedangkan kata bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.

Perbedaan penterjemahan tersebut mengakibatkan penamaan terhadap hukum ini, yakni
seperti HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha
Negara Indonesia, dan Hukum Administrasi, tanpa atribut negara, sebagaimana yang dianut Hadjon,
dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung makna konotasi negara/
pemerintahaan.

Adanya keragaman istilah ini dalam perkembangannya lebih mengarah pada
penggunaan istilah HAN dibandingkan istilah lainnya. Disamping itu pula peran HAN dalam
pemerintahan yang ada saat ini sangatlah mempengaruhi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara (Sondang
P. Siagian, 1986)

Di lain sisi fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan. Salah satu agenda
pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda
tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain:
keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan
membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian danketerpaduan tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-
langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas
sumber daya manusia, aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Pemerintah juga sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secaraluas (in the board
sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua
alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif, atau alat- alat kelengkapan negara lain yang bertindak dan untuk atas nama
negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (Bagir
Manan dan Kuntana Magnar, 1997). Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ atau alat
perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang,
sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semuakekuasaan di
dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif (F. Marbun dan Moh. Mahfud, 1987).

Beberapa pokok pikiran di atas, perlu dikaji dan mengkaji permasalahan mengenai peranan
dan fungsi Hukum Administrasi Negara dalam suatu karya ilmiah yang menekankan pada fungsi
hukum administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya hukum
administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan dan fungsi Hukum Administrasi Negara dalam
suatu karya ilmiah yang menekankan pada fungsi hukum administrasi negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya hukum administrasi negara dalam
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum
normatif adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma
hukum yang ada. Metode penelitian ini didasarkan pada studi pustaka, analisis teks hukum,
perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan
untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum tanpa mengacu pada fakta
konkret atau situasi empiris tertentu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara
Indonesia adalah negara hukum vyang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang”. Diberbagai negara hukum,
setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku
(wetmatigheid van bestuur). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa
urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.
Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi
otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga
daerahnya sendiri.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:

a. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatanrakyat.

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas
hukum atau peraturan perundang-undangan.

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan
mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar- benar tidak memihak dan tidak
berada di bawah pengaruh eksekutif.

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk
turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh
pemerintah.

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya
yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Olehkarena itu, keberadaan
konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan keharusan. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu
negara pun di dunia ini yang idak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar (Sri Soemantri,
1992). Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lain. Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsurnegara hukum
tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; pertama, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2),
kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), ketiga, jaminan terhadap
hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), keempat, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19),
kelima, engawasan peradilan (pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (pasal 28), ketujuh,
sistem perekonomian (pasal 33).

Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara
merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka
perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga
pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Seandainya adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia ini ditiadakan dari konstitusi, maka penyusunan, pembagian, pembatasan, dan pengawasan
kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu dijamin dan dilindungi. Karena
esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka menuntut
adanya kesamaan derajat setiap manusia di depan hukum. Tiadanya kesamaan akan menyebabkan
satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya, sehingga akan mengarah pada terjadinya
penguasaan pihak yang lebih tinggi kepada yang rendah. Dengan situasi yang demikian merupakan
bentuk awal dari tumbuhnya kesewenang-wenangan yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak
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manusia, dengan adanya hal ini berarti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat
dalam setiap konstitusi menjadi tidak berarti atau kehilangan makna.Adanya kesamaan antar
manusia dalam suatu negara akan memungkinkan lahirnya partisipasi yang aktif dari setiap orang.
Sehingga partisipasi oleh masyarakat sebuah negara ini penting dalam suatu negara yang memiliki
konstitusi, agar isi dari konstitusi sebagai hukum dasar ini merupakan inti dari keinginan-keinginan
dan kehendak dari sebagian besar masyarakat sebuah negara.

Partisipasi masyarakat dalam suatu negara ini juga merupakan bentuk dari negara yang
menjunjung tinggi budaya demokrasi. Eksistensi Indonesia sebagai negara
hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945; “Indonesia ialah negara yang berdasar
atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan- tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui
pembangunan yang dilakukan secarabertahap dan berkesinambungan dalam program jangka
pendek, menengah, dan panjang.

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan nyata
(feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Tindakan nyata adalah tindakan-
tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-
akibat hukum (C.J.N Versteden, 1984). sedangkan tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan
yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan (C.J.N Versteden, 1984). Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu
sebagai berikut: (Muchsan, 1981)

a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa
maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs- organen) dengan prakarsa
dan tanggung jawab sendiri.

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di
bidang hukum administrasi.

d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan
negara dan rakyat.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena
dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan
bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat
mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas
menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham
kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat yang sifat hakikatnya konstitutif (Sjachran Basah,
1985).

Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah
harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan
perundang-undangannya belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan
kebebasan bertindak (discresionare power) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai
salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi
negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu
lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang- undangan yang sederajat dengan
undang-undang tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya di
bawah undang-undang, dan droit function atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang
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masih bersifat enunsiatif. Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintah untuk membentuk
peraturan perundang-undangan karena beberapa alasan yaitu; Pertama, paham pembagian
kekuasaan menekankan pada perbedaan fungsi daripada pemisahan organ, karena itu fungsi
pembentukan peraturan tidak harus terpisah dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan; Kedua,
dalam negara kesejahteraan pemerintah membutuhkan instrumen hukum untuk menyelenggarakan
kesejahteraan umum; Ketiga, untuk menunjang perubahan masyarakat yang cepat, mendorong
administrasi negara berperan lebih besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Bagir
Manan, 1987).

Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam
kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu,
Sjachran Basah mengemukakan unsur- unsur freies Ermessen dalam suatu negara hukum vyaitu
sebagai berikut:

a) ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis public,

b) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara,

c) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, d) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri,

d) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan penting yang
timbul secara tiba-tiba,

e) sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa maupun secara hukum (Sjachran Basah, 1985).

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het
beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat (Indroharto, 1992). Atribusi
ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ
pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Suatu atribusi menunjuk kepada
kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Suatu atribusi merupakan
wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang
dalam arti materiil. Pendapat lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentuk wewenang
adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, fungsi Hukum Administrasi Negara dikemukakan oleh

Philipus M. Hadjon, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan (Philipus
M. Hadjon, 1993). Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang
menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental
yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan
memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahandan instrumen pemerintahan yang digunakan
harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.

Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara ini, dapatlah disebutkan
bahwa dengan menerapkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara ini akan tercipta
pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan
aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika
menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga
dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan
menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material
penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan
demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.

Dengan adanya kedudukan pemerintah yang demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak
selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi
penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan
wewenang (detournement de pouvoir) maupun tindakan sewenang-wenang (willekeur). Perbuatan
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pemerintah yang sewenang-wenang terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur; pertama, penguasa yang
berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya); kedua, dalam
mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan
umum kurang diperhatikan; ketiga, erbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak
tertentu (Iskratinah, 2007). Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak
terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan
terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukan penyelenggaraan
pemerintahan belum berjalan dengan baik. Sehingga harus ada upaya yang di tempuh dalam
mewujudkan pemerintahan yang jauh lebih baik yaitu dengan cara: pengawasan internal
penyelenggara pelayanan publik dan pengawasan eksternal penyelenggara pelayanan publik.

Pengawasan secara internal dalam penyelenggara pelayanan publik dilaksanakan oleh: atasan
langsung pada setiap unit satuan kerja atau satuan organisasi atau satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) pada setiap institusi, korporasi, lembaga independen untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik; dan pengawasan
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan melekat (atasan langsung) pada
hakikatnya adalah untuk mencegah secara dini terjadinya masalah penyalahgunaan wewenang,
pemungutan biaya yang tidak prosedural, proses pelayanan yang berbelit-belit, tidak disiplinnya
petugas pemberi pelayanan publik terhadap pihak yang menerima pelayanan, dan praktik mal
administrasi lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan
Oleh Aparat Pengawasan fungsional dilakukan oleh:

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP.

b. Inspektoral jendral departemen (kementerian), aparat pengawas lembaga pemerintah non
departemen (non kementerian) atau instansi pemerintah lain yang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam
lingkungan departemen (kementerian) atau lembaga pemerintah non departemen (non
kementerian) atau instansi pemerintah yang bersangkutan.

c. Inspektorat Wilayah Provinsi yang melakukan pengawasan umum atas jalannya
pemerintahan daerah provinsi, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.

d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan atas jalannya
pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan di kabupaten/kota
yang bersangkutan, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Sangat jelas bahwa pengawasan fungsional selalu harus dilaksanakan secara formal.
Disamping itu prosesnya terikat pada waktu yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.
Sehingga ruang lingkup pengawasan fungsional meliputi beberapa hal sebagai berikut: a). kegiatan
umum pemerintahan (termasuk pelayanan publik), b). pembangunan rencana pembangunan
(dibidang pelayanan publik), c). penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan

serta kekayaan negara (yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik), d).
kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (yang ditugasi melakukan
pelayanan publik), e). Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan
kepegawaian dan ketatalaksanaan (pelayanan publik).

KESIMPULAN

Dari beberapa hal dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pemerintahan baik dalam
pengaturan ataupun dalam layanan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan
dan legalitas. Selain itu, fungsi hukum administrasi negara mewujudkan pemerintahan yang baik
antara lain: pertama, fungsi normatif yaitu mengatur dan menentukan penyelenggaraan
pemerintahan agar sesuai gagasan negara hukum. Kedua, fungsi instrumental pemberian
kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis yang sesuai dengan
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undang-undang sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggara pemerintahan. Ketiga, fungsi
jaminan hukum yaitu bahwa masyarakat diberikan perlindungan bilamana tindakan penyelenggara
administrasi negara tidak sesuai dengan undang- undang. Sedangkan hukum administrasi negara
dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik terdapat berbagai pengawasan yang
diataur dalam perundang-undangan untuk mewujudkannya yaitu: pertama, pengawasan internal
penyelenggara pelayanan publik terdiri dari pengawasan oleh atasan langsung, pengawasan oleh
pengawas fungsional. Kedua, pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayan publik terdiri dari
pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh lembaga Ombudsman dan pengawasan oleh
lembaga legislatif.
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